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Intisari

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga keuangan mikro berbasis
kelompok usaha bersama sebagai strategi pengentasan kemiskinan struktural di
Indonesia. Dalam rangka membantu percepatan pengentasan kemiskinan terutama
kemiskinan struktural, pemerintah melalui Kementrian Sosial Republik Indonesia
meluncurkan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) yang kemudian membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM-KUBE
memiliki karakteristik khusus yang diharapkan mampu menjadi salah satu mekanisme
pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Karakteristik tersebut adalah pertama; program LKM-KUBE mewajibkan angotanya
untuk mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok yang membekali anggotanya dalam aspek
manajemen, dan pengelolaan keuangan usaha, serta sistem peran dan fungsi LKM-
KUBE. Kedua; mekanisme tanggung renteng dalam aplikasi pemberian pembiayaan
kepada anggota dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Dan ketiga adalah
pembinaan (rumpun) yang dilakukan oleh LKM-KUBE sebagai bentuk edukasi dan
pemberian motivasi kepada anggota untuk menjalankan usaha dengan baik dan menjadi
anggota LKM-KUBE yang aktif. Peran penting Lembaga Keuangan Mikro Kelompok
Usaha Bersama dalam pengentasan kemiskinan struktural sangat efektif dan merupakan
program yang dipandang tepat. Manfaat dari keberadaan LKM-KUBE dapat diterima
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langsung oleh masyarakat kelompok usaha skala mikro, tidak hanya dari aspek permodalan
usaha, akan tetapi juga melalui program pendampingan.

Keywords : pengentasan, kemiskinan, L KM-KUBE, lembaga kenangan mikro

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang
sangat serius dihadapi oleh Indonesia. Keba-
nyakan penduduk Indonesia rentan terha-
dap kemiskinan. Data terakhir menunjukkan
jumlah penduduk miskin (penduduk dengan
pengeluaran per kapita per bulan di bawah
Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,
73 juta orang (10, 96 % dari populasi). (BPS,
2014)

Berbagai program pengentasan kemiski-
nan telah diupayakan dan digagas, baik oleh
pemerintah maupun organisasi di luar peme-
rintah. Bahkan organisasi seperti PBB telah
mendorong Negara-negara di dunia untuk
memerangi musuh kemiskinan melalui ber-
bagai forum. Diantaranya hasilnya ialah telah
dikeluarkannya Millenium Development Goals
(MDGs) sebagai indikator untuk mengukur
keberhasilan dalam memerangi kemiskinan.'
Meskipun demikian, kemiskinan di Indonesia
masih dipandang sebagai tugas pemerintah
dan kelompok tertentu yang masth memper-
juangkan bahkan si miskin sendiri dan bukan
kewajiban bersama untuk mengatasinya. Kare-
na keterbatasan peran di dalam pelibatan pe-
ngentasan kemiskinan, program-program yang
dilakukan seringkali tidak berkesinambungan
dan sporadis bahkan cenderung tidak tepat.
Olehkarenanya, kondisi kemiskinan di Indone-
sia nampaknya mengalami kemajuan yang lam-
bat dibanding perkembangan lainnya.

Menjawab permasalahan di atas, proses
perubahan kebijakan pengentasan kemiski-
nan terus dilakukan pembaharuan. Karena
semua pihak menyadari bahwa kemiskinan
lebih disebabkan pada problem struktural se-
hingga kemudian muncullah istilah kemiskinan
struktural. Kemiskinan yang disebabkan oleh
struktur sosial masyarakat yang tidak dapat

18

ikut menggunakan sumber-sumber pendapa-
tan yang secbenarnya tersedia untuk mereka.
Pada tataran masyarakat miskin yang tergolong
usaha ekonomi skala mikro misalnya, problem
struktural yang biasa merecka hadapi meliputi
dua hal, pertama; kesulitan mereka mengakses
kredit, kedua; ketiadaan perlindungan dan ja-
minan atas modal bagi usaha mereka.

Karena itu, dalam rangka membantu
percepatan pengentasan kemiskinan terutama
mengatasi persoalan kemiskinan struktural,
muncul program yang dipandang bagus dan
efektif oleh pemerintah melalui Kementrian
Sosial Republik Indonesia yang meluncurkan
program pemberdayaan fakir miskin melalui
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ke-
mudian membentuk Lembaga Keuangan Mikro
(LKM). Program yang dimulai pada tahun 2005
ini dirancang sesuai dengan potensi masyara-
kat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan
warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi
dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasa-
ma dalam kelompok, mendayagunakan potensi
dan sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat
budaya kewirausahaan, mengembangkan akses
pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi
dengan berbagai pihak yang terkait. (Rarasati,
2007)

LKM — KUBE yang operasionalnya mi-
rip dengan bank dan lembaga keuangan ko-
perasi yang pada umumnya menghimpun
dana masyarakat (anggota) dan menyalurkan-
nya dalam bentuk pembiayaan skala mikro.
Namun perbedaan mendasar dari lembaga ini
adalah pembianaan terhadap kelompok usaha
(KUBE). Pola — pola pembinaan inilah yang
kemudian diyakinkan mampu menjadi senjata
untuk mengatasi persoalan kemiskinan, mini-
mal dari anggota kelompok. Olehkarena itu ar-
tikel ini mengkaji secara mendalam mengenai
pola pengentasan kemiskinan melalui lembaga

JIE Lariba Vol 1, Iss 1, 2015



keuangan mikro kelompok usaha bersama.

I1. KEMISKINAN STRUKTURAL

Kemiskinan struktural merupakan ma-
salah sosial yang lebih disebabkan disfung-
sionalitas negara dalam merespon globalisasi
ckonomi. Dalam hal ini Revrisond Baswier
menjelaskan kemiskinan berdasarkan penye-
babnya yaitu kemiskinan natural, kemiskinan
kultural, dan kemiskinan struktural. Menurut-
nya, “Kemiskinan natural adalah keadaan kemiski-
nan yang disebabkan olel) keterbatasan alamiah, baik
pada segi sumber daya manusianya maupun sunber
daya alamnya. Kemiskinan kultural adalah kemiski-
nan yang disebabkan oleh faktor-faktor kebudayaan
yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian fe-
miskinan di dalam masyarakat itu. Sementara, ke-
miskinan structural adalah kemiskinan yang dise-
babkan oleh factor-faktor buatan manusia seperti
kebijakan perekonomian yang tidak adil, penguasaan
factor-faktor buatan manusia seperti kebijakkan per-
ekonomian yang tidak adil, pengnasaan faktor-fak-
tor produfksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi
serta tatanan perekonomian internasional yang lebih
menguntungkan Negara tertentn.” (Baswir, 2003, p.
18)

Kemiskinan struktural merupakan ben-
tuk disfungsionalitas lembaga Negara yang
memunculkan kebijakan yang tidak tepat sasa-
ran sehingga cenderung memiskinkan. Bentuk
kegagalan kebijakan seperti membuat regulasi
yang tidak tepat, atau regulasi yang tidak ber-
pihak pada kesejahteraan rakyat. Kemiskinan
struktural yang biasanya terjadi di dalam suatu
masyarakat di mana terdapat perbedaan yang
tajam antara mereka yang hidup melarat de-
ngan mereka yang hidup dalam kemewahan
dan kaya raya. Benar saja, tingkat rasio gini In-
donesia meningkat khususnya dalam 10 tahun
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Rasio gini adalah ukuran pemerataan pendapa-
tan yang dihitung berdasarkan kelas pendapa-
tan. Pada 2005, rasio gini Indonesia sebesar
36,3 persen, meningkat menjadi 41,3 persen
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pada 2013. (BPS, 2014)

Perbedaan tingkat pendapatan ini biasa-
nya dialami golongan misalnya para petani
yang tidak memiliki tanah sendiri, atau kaum
migran di kota yang bekerja di sektor informal
dengan hasil tidak menentu sehingga pendapa-
tannya tidak mencukupi untuk memberi makan
kepada dirinya sendiri dan keluarga. Termasuk
golongan miskin lain adalah kaum buruh, pe-
dagang kaki lima, penghuni pemukiman ku-
muh, pedagang asongan, dan lain-lain yang ti-
dak terpelajar dan tidak terlatih, atau dengan
kata lain disebut wnskilled labour.?

I1l. PENGENTASAN KEMISKI-
NAN MELALUI LKM-KUBE

Program pengentasan kemiskinan melalui
LKM-KUBE merupakan program yang tepat
dalam mengatasi persoalan kemiskinan struk-
tural. Karena walaupun kebijakan program ini
bersifat 7op down, tapi partisipasi aktif masyara-
kat dalam menerima program ini mejadi kunci
keberhasilan. Hal ini bisa dibuktikan dengan
tahapan-tahapan pelaksanaan program yang
tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat
di setiap tahapannya. Untuk lebih jelasnya be-
berapa tahapan dalam pelaksanaan program

adalah sebagai berikut;

D.Penumbuhan dan Penguatan KUBE
Penumbuhan Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) sebagai cikal bakal lahirnya LKM —
KUBE dibentuk dengan beberapa tahapan ke-
giatan seperti mulai dari persiapan/identifikasi,
sosialisasi ke masyarakat, dan Pelatihan Wajib
Kelompok (PWK), dan Rumpun. (DIY, 2010)
Pada tahapan persiapan dilakukan dengan
identifikasi wilayah secara keseluruhan baik
dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan budaya.
Identifikasi data sekunder dengan menganalisa
data dasar potensi kelompok usaha yang ada
diwilayah, data monografi desa dan kecamatan.
Serta melakukan identifikasi partisipatif de-
ngan melibatkan perwakilan masyarakat dan
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unsur pemerintah desa untuk melihat secara
lebih luas kondisi dan potensi wilayah.

Tahapan selanjutnya adalah proses so-
sialisasi ke masyarakat. Pada tahapan ini diper-
kenalkan tentang alur program serta manfaat
yang akan diterima oleh masyarakat. Tujuan
dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat
dapat berpartisipasi aktif dalam mensukseskan
program serta terbangun komitmen bersama.

Proses pemahaman program telah ter-
sampaikan kemasyarakat selanjutnya adalah
pembentukan KUBE. Pada tahapan ini dibu-
tuhkan pendamping yang akan mensuver-
visi agar fungsi KUBE sesuai dengan tujuan
program. Dalam KUBE dibutuhkan struktur
organisasi minimal Ketua, Sekretaris, Bendaha-
ra dan Anggota. faktor yang menentukan ke-
berhasilan KUBE adalah motivasi masyarakat
yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidup
mereka dan semangat kebersamaan di antara
mereka, serta peran pendamping dan fasilitator
dalam proses berlangsungnya program.

Setelah  KUBE terbentuk dibuktikan
dengan terbentuknya kepengurusan, maka se-
lanjutnya mereka akan mendapatkan pengua-
tan melalui Pelatthan Wajib KUBE (PWK).
Pelatthan wajib kelompok atau di singkat PWK
merupakan  satu rangkaian kegiatan dalam
upaya memahamkan konsep LKM kepada
anggota kelompok KUBE. Pelatihan ini bersi-
tat wajib sebelum LKM didirikan.

Ada tiga tahapan PWK yang harus dile-
wati oleh anggota kelompok KUBE sebelum
LKM didirikan. Adapun pelatihan tersebut ter-
diri dari:

1. PWK1

PWK 1 (pertama) bertujuan untuk me-
mahamkan kepada anggota KUBE tentang
substansi program pemberdayaan KUBE dan
LKM KUBE serta memantapkan tekad dan
komitmen anggota KUBE. Dengan masa per-
temuan kurang lebih 1 jam, anggota KUBE
diberikan aturan dalam pertemuan PWK serta
sangsi atas pelanggaran aturan tersebut.
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2. PWK2

PWK 2 (kedua) membahas tentang Ren-
cana Usaha Anggota (RUA) dan Rencana
Usaha Bersama (RUB). Harapannya dengan
pembahasan ini anggota KUBE dapat mem-
buat RUA untuk usahanya pribadi maupun ke-
lompok. Pada sesi ini anggota KUBE diminta
untuk praktek langsung membuat RUA dan
memaparkan kepada peserta.

3. PWK3

Pada PWK 3 (tiga), pendamping
menjelaskan mengenai fungsi KUBE dan or-
ganisasinya, job description pengurus KUBE dan
lain sebagainya. Selain itu dijelaskan juga ten-
tang mekanisme pembiayaan model tanggung
renteng dan penentuan plafon pembiayaan ser-
ta kesepakatan untuk bersedia mengikuti pola
tanggung renteng,

Pada proses selanjutnya adalah rumpun.
Rumpun ini adalah bagian dari kegiatan perte-
muan rutin kelompok. Setelah LKM-KUBE
terbentuk, rumpun dikoordinir oleh LKM-
KUBE sebagi bentuk pembinaan kepada ang-
gota KUBE.

E.LKM KUBE Dan Sistem Tanggung
Renteng

1. Pengertian LKM

Definisi LKM yang diajukan oleh bebera-
pa pakar dan organisasi nampak saling berbeda
satu sama lain walau pada dasarnya definisi-
definisi tersebut memiliki inti yang sama, yaitu
merujuk keuangan mikro sebagai upaya pe-
nyedia jasa keuangan, terutama simpanan dan
kredit / pembiayaan, dan juga jasa keuangan
lain yang diperuntukkan bagi keluarga miskin
dan berpenghasilan rendah yang tidak memi-
liki akses terhadap bank komersial atau tidak
bankable.

Adams dan Fitchett mendefinisikan
LKM sebagai berikut: “Microfinance institutions
also play an important role in serving credit to individu-
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als, farmers and small-scalle enterprise”. Pendapat
Adams dan Fitchett ini lebih mencirikan LKM
sebagai sebuah lembaga pendidikan yang dina-
mis, inovatif, dan lentur yang dirancang sesuai
kondisi lingkungan sosial dan ekonomi lokal.

Dalam bukunya Microfinance Hand-
book yang diterbitkan oleh Bank Dunia,
Joanna Ledgerwood (2006) menyatakan bahwa
istilah keuangan mikro menunjuk pada pe-
nyediaan jasa-jasa keuangan (biasanya berupa
simpanan dan kredit) kepada nasabah berpeng-
hasilan rendah, yang mencakup pedagang kecil,
pedagang kaki lima, petani kecil, penjual jasa
(penata rambut, penarik becak), dan tukang
serta produsen kecil seperti pandai besi dan
penjahit. Dia menunjukkan bahwa di antara
para nasabah tersebut banyak yang memiliki
sumber penghasilan yang mapan karena mere-
ka memiliki sumber penghasilan ganda. Meski-
pun mereka miskin, pada umumnya mereka ti-
dak dianggap sebagai “orang-orang yang paling
miskin di antara yang miskin.” (Arsyad, 2000)

Bank  Pembangunan Asia (ADB)
mendefinisikan lembaga keuangan mikro seb-
agal penyediaan jasa-jasa keuangan dalam ra-
gam yang luas seperti tabungan, pinjaman, jasa
pembayaran,
untuk rumah tangga miskin dan berpenghasi-
lan rendah dan usaha-usaha mikro mereka.
(ADB, 2010) Definisi ADB tersebut menca-
kup rumah tangga berpenghasilan rendah dan
juga rumah tangga yang berada di bawah garis
kemiskinan karena ada cukup banyak rumah
tangga berpenghasilan rendah yang tidak be-
rada di bawah garis kemiskinan tetapi memi-
liki akses yang terbatas terhadap jasa keuangan,
terutama di daerah pedesaan.

Robinson menekankan bahwa istilah
lembaga keuangan mikro merujuk pada “jasa-
jasa keuangan berskala kecil, terutama kredit
dan simpanan, yang disediakan untuk orang-
orang yang bertani, mencari ikan atau berter-
nak; yang memiliki usaha kecil atau mikro yang
memproduksi, mendaur ulang, memperbaiki
atau menjual barang-barang; yang menjual jasa;
yang bekerja untuk mendapatkan upah dan

pengiriman uang dan asuransi
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komisi; yang memperoleh penghasilan dari
menyewakan tanah, kendaraan, binatang atau
mesin dan peralatan dalam jumlah kecil; dan
kelompok-kelompok dan individu lain pada
tingkat-tingkat daerah di negara-negara yang
sedang berkembang (NSB), baik daerah pede-
saan maupun perkotaan”. (Robinson, 2004, p.
9)

Sebuah definisi yang sedikit berbeda diru-
muskan oleh Meagher (2002). Dia berpendapat
bahwa keuangan mikro adalah pemberian
pinjaman uang dalam jumlah kecil dan dalam
jangka waktu yang singkat dengan frekuensi
pelunasan yang tinggi. (Robinson, 2004, p. 9)
Dalam kaitannya dengan definisi LKM, dia
berpendapat bahwa prinsip utamanya adalah
untuk memberikan definisi yang akan dapat
menjadikan anggota-anggota pasar memiliki
tanggung jawab, penuh semangat, dan inova-
tif. Secara hukum definisinya harus cukup
luas sehingga dapat difokuskan pada kelompok
sasaran tertentu dan dapat menyediakan jasa
keuangan dengan ragam yang luas sesuai de-
ngan kelompok tersebut. Dalam pelaksanaan-
nya, selain perantara keuangan, beberapa LKM
juga menyediakan jasa perantara sosial seperti
pembentukan kelompok, pengembangan ke-
percayaan diri, dan pelatihan pengetahuan
keuangan dan kemampuan manajemen untuk
anggota  sebuah kelompok yang bertujuan
untuk memberikan manfaat bagi perempuan
dan laki-laki berpenghasilan rendah. Salah
satu alasannya adalah karena orang-orang ber-
penghasilan rendah harus berjuang mengha-
dapi hambatan yang berat (seperti buta huruf,
diskriminasi gender dan keterpencilan) dalam
usahanya untuk memperoleh akses terhadap
lembaga jasa keuangan kovensional. (Ledger-
wood, 2000, p. 362)

Hal ini berarti bahwa selain memberi-
kan akses kepada orang-orang berpenghasilan
rendah terhadap pengadaan pinjaman, kete-
rampilan dan kepercayaan diri mereka juga ha-
rus ditingkatkan. Oleh karena itu pendekatan
keuangan mikro bukanlah pendekatan mini-
malis yang hanya berperan sebagai lembaga

21



LKM Berbasis Kelompok Usaha Bersama

perantara keuangan saja akan tetapi meru-
pakan pendekatan terpadu yang juga menawar-
kan jasa-jasa lain yang telah disebutkan di atas.
Pendekatan tersebut diharapkan juga dapat
mengurangi kemiskinan dan mengembangkan
dan memperkuat kapasitas institusional sistem
keuangan lokal dengan menemukan cara yang
terbaik untuk dapat meminjamkan uang kepa-
da keluarga miskin dengan biaya minimum.

Walaupun terdapat banyak definisi LKM,
namun secara umum terdapat tiga elemen
penting dari berbagai defenisi tentang LKM.
Pertama, menyediakan beragam jenis pelayanan
keuangan. Keuangan mikro dalam pengala-
man masyarakat tradisional Indonesia seperti
lumbung desa, lumbung pitih nagari dan seb-
againya menyediakan pelayanan keuangan yang
beragam seperti tabungan, pinjaman, pem-
bayaran, deposito maupun asuransi. Kedua,
melayani rakyat miskin. Keuangan mikro hidup
dan berkembang pada awalnya memang untuk
melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem
keuangan formal yang ada schingga memi-
liki karakteristik konstituen yang khas. Keziga,
menggunakan prosedur dan mekanisme yang
kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan
konsekuensi dari kelompok masyarakat yang
dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme
yang dikembangkan untuk keuangan mikro
akan selalu kontekstual dan fleksibel. (Susila,
2008, p. 228)

Dengan demikian LKM berfungsi se-
bagai lembaga yang menyediakan berbagai jasa
pinjaman, baik untuk kegiatan produktif yang
dilakukan Usaha Mikro, maupun untuk ke-
giatan konsumtif keluarga masyarakat miskin.
Sebagai lembaga simpanan, LKM dapat meng-
himpun dana (saving) yang dijadikan prasyarat
bagi adanya kredit walaupun pada akhirnya
sering kali jumlah kredit yang diberikan lebih
besar dari dana yang berhasil dihimpun.

2. LKM KUBE; LKM Berbasis Kelompok
LKM KUBE merupakan lembaga keua-
ngan mikro yang anggotanya adalah kelompok
usaha bersama. Lembaga Keuangan Mikro
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(LKM) berbasis kelompok/komunitas meru-
pakan salah satu alternatif untuk mengem-
bangkan Usaha Mikro dan diinginkan para
pengusaha mikro di Indonesia dewasa ini dan
di masa yang akan datang,
a.  Sebetulnya, terhadap keuangan
mikro bukanlah hal yang baru, dan tetap ha-

layanan

dir dalam masyarakat bawah maupun mene-
ngah. Ada berbagai model lembaga keua-
ngan mikro di antaranya: (Waspada)

a.  Poverty-focused Development Banfks yaitu ben-
tuk bank dengan para staf profesionalnya
mempunyai akses dan keputusan terhadap
administrasi dana independen yang dimi-
likinya yang dipinjamkan pada perorangan
atau sekelompok masyarakat berkecukupan
terbatas.

b Village Banks yaitu dana pinjaman disediakan
oleh lembaga eksternal untuk organisasi ber-
basis masyarakat lokal, yang biasa terdaftar
secara resmi atau tidak. Fungsi dan transaksi
perbankan secara keseluruhan dikelola oleh
organisasi tersebut yang membentuk tim
pengawasan dan persetujuan pinjaman.

¢.  Thrift and Credit Co-gperatives (ICCs and Credit
Unions (CUs) yaitu suatu organisasi dengan
keanggotaan yang terdaftar secara formal di
atur oleh peraturan pemerintah. Organisasi
yang dibentuk oleh sekelompok orang yang
memiliki ikatan yang sama tersebut (misal-
nya hidup dalam komunitas yang sama atau
bekerja dalam perusahaan yang sama) sepa-
kat untuk menyimpan uang secara bersama
dan meminjamkannya pada tingkat bunga
yang tendah, atau menggunakannya untuk
tujuan atau proyek yang dimiliki bersama.

d.  Intermediary programmes yaita LSM memfasili-
tasi hubungan antara kelompok masyarakat
berpendapatan rendah dalam kelompok
usaha mikro atau masyarakat berpendapa-
tan rendah dengan sistem keuangan formal.
Mereka melakukan penyerahan, bantuan un-
tuk pengajuan, pelatihan, bantuan teknis, dan
penjaminan untuk penyedia jasa keuangan
yang mengurangi biaya dan risiko dari sasa-
ran penerima bantuan masyarakat miskin.

Dari berbagai macam model LKM di atas
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mempunyai tugas utama menyalurkan pinjaman
ke usaha mikro atau masyarakat berpendapatan
rendah. Prakteknya, LKM memberikan laya-
nan jasa keuangan dengan mekanisme kelom-
pok. LKM berbasis kelompok adalah lembaga
pinjaman yang berformula usaha mikro pada
kepercayaan kelompok dengan pola besar cici-
lan pengambilan sebagai acuan pinjaman.
Hasil penelitian Ikaputera mengungkap
bahwa LKM berbasis kelompok memberikan
syarat dikembangkan dengan ketentuan dasar
sebagai berikut: (Waspada)
a. Kepercayaan
b. Pinjaman dengan formula tanggung jawab
kelompok
c. Tanpa agunan
d.  Pengusaha Mikro dikenal Lembaga Keungan
Mikro
e. Besar pengembalian sebagai dasar pinjaman
(Rasio aktivitas)
. Usaha Mikro dikenal lingkungan sekitarnya
Adapun keunggulan model LKM berb

sis kelompok adalah:
a. Tumbuh dan berkembang melayani usaha
mikro;

b.  Mandiri dan bebas di masyarakat;

c.  Sangat dekat dengan masyarakat lingkungan
sekitarnya;

d. Memiliki prosedur peminjaman dana tanpa

agunan;

e. Pendanaan usaha produktif masyarakat seki-
tar LKM tetrsebut;

f.  Lembaga ini memiliki pasar masyarakat
tersendiri;

g Besar tawaran pengembalian dana pinjaman
menjadi acuan dasar
Dari penelitian tersebut juga disimpulkan
bahwa LKM berbasis kelompok sangat dibu-
tuhkan dan dikembangkan. LKM berbasis
kelompok memiliki ciri tidak membuka kan-
tor cabang di luar wilayah kecamatan, bahkan
kabupaten, sehingga lembaga ini mampu se-
bagai community bank yang diharapkan “mem-
perdalam” akses pelayanan kepada masyarakat
disekitarnya. Jadi mungkin saja LKM berba-
sis kelompok menjadi model pengembangan
LKM yang baik di Indonesia kedepannya.
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3. Sistem Tanggung Renteng

LKM — KUBE dalam penyaluran kredit/
pembiayaan menggunkan sistem tanggung
renteng. Dalam Kamus Besar Bahasa Indo-
nesia, tanggung berarti memikul, menjamin,
menyatakan kesediaan untuk membayar utang
orang lain bila orang lain tidak menepati janji-
nya, sedangkan kata renteng berarti rangkaian,
untaian. Dalam dunia perkreditan tanggung
renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab
bersama antara perminjam dan penjaminnya
atas hutang yang dibuatnya.

Kementrian Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia
mengartikan bahwa tanggung renteng adalah
tanggung jawab bersama di antara anggota atau
di satu kelompok atas segala kewajiban mereka
terhadap koperasi dengan berdasarkan keter-
bukaan dan saling percaya. (KNKUKM, 2007,
p. 11)

Dalam sejarahnya istilah tanggung ren-
teng (hoofdelijkheid) diangkat dari tradisi para
pedagang yang di adaptasi oleh Belanda dalam
Wet Boek van Koophandel atau kodifikasi Un-
dang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ketika
membahas Commanditaire Venootschap (CV).
Kelahiran CV tak lepas dari perilaku usaha para
pedagang dan pengusaha yang saling menyo-
kong dalam percaturan bisnis di wilayah Eropa
Kontinental pada abad pertengahan. Kerjasama
ini dilakukan dalam bentuk peminjaman uang,
barang atau pemberian kuasa dengan risiko
dibagi secara tanggung-menanggung. Dengan
demikian, dalam konteks utang piutang perse-
roan ini, tanggung renteng berarti tanggung
jawab bersama di antara para penanam modal
baik pesero komanditer maupun pesero pe-
ngurus. Dalam konteks ini tanggung renteng
berarti tanggung jawab bersama di antara para
penanam modal baik pesero komanditer mau-
pun pesero pengurus. (Soemantri, 2003, p. 46)

Menurut Koperasi Setia Bhakti Wanita,
tanggung renteng di maksudkan sebagai me-
mikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk
menunaikan kewajiban anggota, baik semen-
tara ataupun permanen, bila anggota dalam

23



LKM Berbasis Kelompok Usaha Bersama

satu kelompok di satu wilayah tertentu ber-
tindak atau berperilaku tidak sesuai dengan
aturan yang disepakati karena berbagai alasan.
(Soemantri, 2003, p. 40)

Dalam penjelasannya, makna tanggung
renteng dalam pengertian di atas dapat berarti
negatif sekaligus positif, tergantung dari kali-
mat yang digunakan. Di tanggung renteng tidak
sama dengan istilah melaksanakan tanggung
renteng. Melaksanakan tanggung renteng yang
berkonotasi positif, berarti kelompok melak-
sanakan gotong royong, saling menolong,
menekankan kejujuran, menerapkan transpa-
ransi dan kontrol. Sementara di tanggung ren-
teng berarti mendapat sanksi.

Menurut Syaiful Arifin, tanggung ren-
teng merupakan jaminan sosial yang didalam-
nya terdapat nilai kebersamaan, tolong me-
nolong dan kepercayaan antar anggota serta
saling bekerjasama dalam meringankan beban.
(Syaiful, 2008, p. 520) Sedangkan menurut
Riana Panggabean inti dari sistem tanggung
renteng adalah kebersamaan, kesepakatan,
saling percaya, dan saling mengenal anggota
dalam kelompok. (Panggabean, 2007)

Hal senada juga disampaikan oleh Sri
Edi-Swasono bahwa sistem pinjam-memin-
jam yang dikembangkan oleh koperasi simpan
pinjam berdasarkan tanggung renteng sebe-
narnya merupakan pelaksanaan prinsip dan
nilai “menolong diri sendiri secara bersama-
sama. (Roesdiono, 1998, p. 124) Dijelaskan
lagi bahwa tanggung renteng bukan sckedar
mekanisme pengamanan (terutama dari kaca-
mata pihak yang memberi bantuan), tetapi juga
mendorong penerima pinjaman untuk lebih
berhati-hati mendayagunakan pinjaman yang
Ia terima. Penerima pinjaman mendapat bimbi-
ngan dan pengawasan ‘otomatis’ dari serenteng
orang lain. Lebih dari itu, tanggung renteng
merupakan keluhuran budi dalam pelaksanaan
kesepakatan nasional untuk mengembangkan
nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, un-
tuk menyusun perekonomian sebagai usaha
bersama atas asas kekeluargaan. Dari tanggung
renteng inilah dapat dijastifikasikan bahwa
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paham kebersamaan dan kekeluargaan bukan-
lah suatu apatisme ataupun pasivisme, bahkan
sebaliknya, merupakan suatu dinamisme. Dari
sini pulalah kemandirian dinamis akan terwu-
jud.

Dari pernyataan di atas dapat disimpul-
kan bahwa tanggung renteng menjadi wujud
konkret dari sistem ekonomi berdasar kebersa-
maan dan asas kekeluargaan, yaitu berdasarkan
Pasal 33 UUD 1945, kolektivisme Indonesia,
sikap mandiri, menolong diri sendiri secara
bersama-sama, solidaritas sosial dan sekaligus
berdasarkan dinamisme masyarakat.

Implementasi pemberian pembiayaan
dengan sistem tanggung renteng di LKM-
KUBE melalui beberapa tahapan sebagai beri-
kut:

a. Pengisian form di lakukan saat anggota
mengajukan pembiayaan ke LKM. Apabila
ada kekurangan dalam pengisian form maka
akan dibantu oleh pihak LKM.

b.  Setelah form terisi berikut dengan jumlah
pembiayaan yang akan diajukan, maka lang-
kah selanjutnya adalah meminta persetujuan
anggota kelompok yang lain terkait dengan
kemampuan dan jumlah plafon yang disetu-
jui oleh anggota yang lainnya. Di sini, ang-
gota yang lain berhak menentukan nominal
plafon yang disetujui dengan penilaian ma-
sing-masing,

c.  Pada langkah selanjutnya setelah form per-
setujuan anggota kelompok yang lain terisi,
maka ketua kelompok mengoreksi atas isin
formulir tersebut dan memutuskan penga-
juan anggota tersebut dengan acuan melihat
angka persetujuan terendah dari rekomen-
dasi anggota.

d. Proses selanjutnya adalah pengajuan ke
LKM dengan mengisi kelengkapan adminis-
trasi lainnya seperti; photo copy KTP/SIM
suami istri, Kartu Keluarga.

e. Tahapan proses pencairan pembiayaan

4. Peran Nyata LKM KUBE dalam
Pengentasan Kemiskinan Struktural
Dengan  terbentuknya LKM-KUBE

yang memiliki peran strategis dalam menjawab
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tantangan pemenuhan layanan keuangan bagi
kelompok usaha ekonomi lemah. Selain per-
an, keberadaan yang strategis LKM-KUBE
juga penting karena memiliki keunggulan yang
relatif tidak dimiliki oleh bank umum, seperti
keluwesan dalam memberikan pelayanan, set-
ta kemampuan pengelola dalam memahami
kebutuhan dan budaya masyarakat setempat
karena kedekatan secara psikologis dan keke-
luargaan antara pengelola dengan anggotanya.
Dan yang perlu digarisbawahi adalah lahirnya
LKM KUBE karena berangkat dari kebutuhan
anggota-anggota KUBE itu sendiri.

LKM - KUBE mampu menempat-
kan diri sebagai mitra anggota KUBE. Setiap
anggota KUBE berhak atas akses layanan
keuangan dari LKM-KUBE. Dimana, dengan
mekanisme tanggung renteng, hak atas jami-
nan pembiayaan otomatis terpenuhi. Dengan
demikian, anggota KUBE akan dapat meman-
faatkan layanan usaha tersebut untuk mengem-
bangkan usaha-usaha produktif. Peranan yang
dimainkannya dalam memberikan akses dan
proteksi masyarakat miskin terhadap modal,
telah menempatkan LKM-KUBE sebagai salah
satu agen dalam pemberdayaan masyarakat.

Tiga hal mendasar kenapa kemudian
LKM-KUBE berperan penting dalam pe-
ngentasan kemiskinan minimal kepada ang-
gotanya. Pertama; setiap anggota KUBE yang
telah mendapatkan PWK maka telah memiliki
bekal untuk menjalankan usaha baik dari aspek
manajemen, dan pengelolaan keuangan usaha.
Selain itu mereka juga difahamkan tentang
sistem peran dan fungsi LKM-KUBE sehingga
secara tidak langsung rasa kepemilikan kepada
LKM-KUBE tumbubh.

Kedua; mekanisme tanggung renteng
dalam aplikasi pemberian pembiayaan kepada
anggota dapat meminimalisir risiko pembi-
ayaan bermasalah. Sehingga, produktivitas
LKM-KUBE akan terus meningkat dan ten-
tunya akan membawa kesejahteraan bagi ang-
gotanya. Dan ketiga adalah pembinaan (rum-
pun) yang dilakukan oleh LKM-KUBE adalah
sebagai bentuk edukasi juga sebagai pemberian
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motivasi kepada anggota untuk menjalankan
usaha dengan baik dan menjadi anggota LKM-
KUBE yang aktif.

Inilah peran nyata LKM-KUBE dalam
pengentasan kemiskinan. Sehinga problem
struktural khususnya masyarakat miskin yang
tergolong usaha ekonomi skala mikro seperti
kesulitan mengakses kredit dan ketiadaan per-
lindungan dan jaminan atas modal dapat tera-
tasi.

VI. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpul-
kan bahwa peran penting Lembaga Keuangan
Mikro Kelompok Usaha Bersama dalam pe-
ngentasan kemiskinan struktural sangat efek-
tif dan merupakan program yang dipandang
tepat. Manfaat dari keberadaan LKM-KUBE
dapat diterima langsung oleh masyarakat ke-
lompok usaha skala mikro, tidak hanya dari as-
pek permodalan usaha, akantetapi juga melalui
program pendampingan. Dan hal terpenting
adalah partisipasi aktif masyarakat yang posi-
tif dapat menubuhkembangkan LKM-KUBE
yang pada akhirnya juga berdampak kesejahte-

raan bagi anggota masyarakat itu sendiri.
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(Endnotes)

1 Tahun 2015 merupakan tahun transisi
dari berakhirnya Meillenium Development Goals
(MDGs). Tahun 2016 mulai diimplementasikan
agenda pembangunan dunia Post-2015 atau yang
dikenal sebagai Sustainable Development Goals
(SDGs). SDGs muncul pada pertemuan KTT
Rio+20 tahun 2012.

2 Ciri dari golongan miskin yang masuk
dalam kemiskinan struktural ini adalah timbul-
nya ketergantungan yang kuat pihak si miskin
terhadap kelas social ekonomi diatasnya.
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Abstract

This article aims to analyze the role of microfinance institutions based joint venture group
as structural poverty alleviation strategies in Indonesia. In order to help accelerate the
alleviation of poverty, especially structural poverty, the government through the Ministry
of Social Affairs of the Republic of Indonesia launched the community empowerment
program through the Joint Business Group (KUBE) that then form the Micro Finance
Institutions (MFIs). MFI-KUBE has special characteristics that are expected to be one of
the mechanisms of community empowerment in poverty alleviation efforts in Indonesia.
These characteristics are: first, MFI-KUBE program requires its members to follow the
Mandatory Training Groups that equip members in aspects of management, financial
management and business, as well as the system’s role and function of the MFI-KUBE;
second, the mechanism of collective responsibility in the provision of financing to the
members in order to minimize the risk of financing problems; third, the development
of (family) conducted by the MFI-KUBE as a kind of education and motivation to
members to run the business well and became an active member of MFI-KUBE. The
Microfinance Institutions Group Joint is proved as an appropriate and effective means
to alleviate the structural poverty. The benefits of the of MFI-KUBE can be received
directly by the community group micro enterprises, not only from the aspect of venture
capital, but also through a mentoring program
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